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KONSEPTUALISASI DESENTRALISASI DALAM
KERANGKA PUBLIC SECTOR REFORM
DI INDONESIA

Oleh : Drs. Joni Dawud, DEA *)

Desentralisasi sebagai salah satu usaha public sector reform dapat menimbulkan dampak
negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif. Dengan semakin dekatnya pemerintah
dengan rakyat akan mendorong peningkatan kualitas layanan itulah dampak positif yang bisa
timbul tapi desentralisasi bisa juga menimbulkan desintegrasi dan ketidak meraataan antar
daerah semakin mengganga. Fenomena yang timbul sekarang desentralisasi justru
menimbulkan pemerataan Kolusi dan Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik di Pusat maupun di
daerah baik di Eksekutif maupun di Legislatif, desentralisasi pun menimbulkan fumbuhnya

raja-raja kecil yang haus akan kekuasaan dan kekayaan.

I. Pendahuluan.

Perkembangan paradigma pemerin-
tahan di negara-negara maju dewasa ini telah
mencapai tingkatan yang jauh meninggalkan
konsep pemerintahan lama antara lain
konsepsi Birokrasi yang dikembangkan Max
Weber, yang menekankan pada konsep
Administrasi pemerintahan yang mekanistis
dan kaku vang dikenal dengan tipe ideal’.

Birokrasi  ideal lebih  cenderung
menerapkan sentralisasi penyelenggaraan
pemerintahan yang dalam banyak hal tidak
dapat melayani perkembangan kebutuhan
masyarakat. Penerapan Sentralisasi
pemerintahan dapat menimbulkan “public
sector as too big, overstaffed and too
expensive””. Disamping itu sentralisasi
menurut Dennis A. Rondinelli’. lebih
membawa pada kondisi yang anti demokrasi
dengan ditandai oleh :

1. Seringnya rencana-rencana yang tidak
diketahui oleh masyarakat padahal
sebenarmya tindakan pemerintah itu
adalah berkenaan dengan kepentingan
rakyat sehingga hal tersebut merupakan
pengingkaran -terhadap kehendak rakyat
oleh Pemerintah

2. Lemahnya dukungan elit lokal yakni

pendapat-pendapat  elit lokal sangat
terabaikan

3. Lemahnya kontak pemerintah daerah
dengan masyarakat

4. Tidak dapat memotong Red Tape
prosedur politik administrasi yang
panjang.

Kondisi tersebut menjadi tidak kondusif
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis bahkan menimbulkan disfung-
sionalisasi birokrasi di lembaga eksekutif,
legislatif maupun yudikatif baik di level
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pemerintah pusat maupun di level pemerintah
daecrah. Disfungsionalisasi Birokrasi dalam
pemerintahan menimbulkan semakin
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintahan. Permasalahan
disfungsionalisasi birokrasi juga terjadi
dinegara-negara berkembang dan maju,
penyebabnya bukan hanya bersumber dari
penerapan sentralisasi tetapi karena berbagai
tuntutan perubahan menurut Alice Riviin
meliputi  “Global economy, dissatisfied
citizens and fiscal crisis™.
masyarakat antara lain disebabkan karena
kegagalan pemerintah dalam menjalankan
peran dan fungsi vang diemban dalam
meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran pada rakyat.

Fenomena lain yang terjadi dalam pemerin-
tahan di Indonesia diwarmai dengan
manipulasi dan inefisiensi praktek penyeleng-
garaan pemerintah bahkan menurut Political
and Economic Risk Consultancy (PERC)
“Corruption in Idonesia is becoming worse™’.
Hal tersebut menimbulkan keresahan dikala-
ngan masyarakat, untuk itu tuntutan untuk
mengadakan public sektor reform atau
mengadakan reinventing Government dalam
mewujudkan good governance menjadi waca-
na utama dalam pemerintahan dewasa ini.

B. Desentralisasi dan

Government

Dalam wacana akademik Ted Gabler dan
David Osborn dalam bukunya Reinventing
Government, How the Entrepreneurial Spirit
is Transforming the Public Sector®™ yang
mengemukakan 10 prinsip dalam
melaksanakan Reinventing Government

Reinventing

Ketidakpuasan

Konsepsi tersebut  didasarkan pada
pengalaman empiris vang dilaksanakan di
negara Amerika dalam mereform birokrasi-
nya. Negara-negara lain pun yang tergabung
dalam OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) melakukan
Langkah-langkah serupa untuk mengadakan
perubahan dalam birokrasinya yaitu :

1. Decentralisation of authority within
governmental units and devolution of
responsibilities to lower levels of
government

2. A re-examination of what government
should both do and pay for, what it
should pay for but not do, and what it
should neither do nor pay for

3. Downsizing the public service and
privatisation and corporatisation of
activities

4. Consideration of more cost-effective
ways of delivering services, such as
contracting out, market mechanisms and

user charges,

5. Customer orientation, including explicit
quality standards for public services

6. Benchamarking and measuring
performance and

7. Reforms designed to simplify regulation
and reduce its costs’

Dari kedua  pendapat  tersebut
desentralisasi scbagai salah satu usaha
mengadakan public sector reform atau
reinventing government, disamping langkah
dan strategi lainnya. Penerapan dan
penekanan strategi atau langkah yang diambil
sangat tergantung pada kondisi dan situasi
setiap negara. Hal tersebut seperti yang
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dijalankan d i Inggris vang tidak
memasukkan langkah desentralisasi dalam
melaksanakan public sector reformnya,
Inggris dalam melaksanakan public sector
reformnya dengan istilah New Public
Management menurut Minogue melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Restructuring of the public

particularly through privatisation

sector

2. The introduction of prnciples of
competition,  through  privatization,
market testing of internal government
services and efficiency audits

3. Cost contrainment

4. Customer - contractor relationships

rather than needs-based services

5. Focus on outcomes, outputs and results
rather than inputs and processes

6. Accountability to the customer/
consumer, not the claimant/patient

7. A regulatory, hands-off role for the state
with decentralisation to autonomous
entrepreneurial state agencies

8. Efficient, improved management based
on performance appraisal and incentives®

Indonesia dipicu dengan badai krisis multi

dimensional melakukan Langkah publik
sector reform untuk memulihkan kembali
kepercayaan  pasar dan  kepercayaan
masyarakat. Langkah yang dilakukan

pemerintah antara lain dengan melakukan
restrukturisasi  dan  privatisasi  untuk
mengatasi permasalahan efisiensi pengelolaan
perekonomian negara dan desentralisasi untuk
menata kembali hubungan Pusat dan Daerah.

Desentralisasi merupakan suatu
peristilahan yang kaya dengan konsep-konsep
baik secara statis maupun dinamis hal
tersebut dikemukakan James W. Fesler °
Decentralisation is a term of rich conceptual
and empirical meaning, it can designate and it
can refer to pure ideal type and to moderate
incremental change™. Penerapan
Desentralisasi akan berimplikasi terhadap
berbagai sektor pemerintah bahkan pada
tatanan masyarakat secara keseluruhan.
Desentralisasi dapat mendorong terhadap
pemberdayaan (empowering) dan penguatan
(strengthening) Daerah baik pemerintah
Daerah maupun masyarakat daerah'®, sejalan
dengan pendapat tersebut BC  Smith
mengemukakan manfaat yang didapat daerah
apabila menerapkan desentralisasi yakni
political equahty Accountability  and
responsibility' .

Walaupun demikian desentralisasi bukan
merupakan suatu solusi yang tepat apabila
tidak dipersiapkan dengan matang bahkan
akan menimbulkan permasalahan-
permasalahan yang komplek, hal tersebut
antara lain dikemukanan oleh Jennie Litvack,
Juaid Ahmad dan Richard Bird “ Designing
decentralisation policy is difficult in any
couniry because decentralisation can affect
many aspects of public sector performance
and gencrate a wide range of outcomes. But it
is particularly difficult in deeloping countries
because mstltumms information and capacity
are all very weak™’
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Lebih lanjut mereka mempeningatkan
dampak pencrapan desentralisasi bukan
memecahkan permasalahan ketidakmerataan
tapi akan menambah semakin menganganya
ketidakmerataan tersebut : ... if the central
government makes no effort to redistribute
resources 1o  poorer  areas, fiscal
decentralisation will result in growing
disparities. Similarly if Provinces or state do
not redistribute within their jurisdiction, poor
people may lack access to public services™'”.

Didasarkan Dari pendapat tersebut diatas
desentralisasi apabila dilakukan secara benar
akan memberikan dampak positif terhadap
perkembangan dan pembangunan daerah
Namun demikian apabila tidak dilakukan
secara terencana dengan baik vyang
menimbulkan persepsi yvang salah akan
menghasilkan desintegrasi bangsa.

D. Persepsi yang berbeda tentang UU
Nomor 22 Tahun 1999

UU 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang dikembangkan
bertumpu pada nilai  demokratisasi,
pemberdayaan dan  pelayanan.  Nilai
demokrasi akan memberi ruang yang lebih
leluasa kepada warga negara sipil (civil
society) dalam menentukan pilihan dan
mengekspresikan  diri  secara  rasional,
schingga dominasi kekuatan ncgara (state)
harus sudah berkurang, termasuk didalamnya
untuk kewenangan penyelenggaraan negara.

Dalam  kaitan  ini, aparatur
pemerintah  hendaknya  tidak  selalu
melaksanakan sendiri segala kewenangannya,
tetapi justru lebih banyak  bersifat
mengarahkan (steering rather than rowing),
atau memilih kombinasi yang paling optimal

antara melaksanakan atau  mengarahkan.
Yang jelas sesuatu yang sudah dijalankan

oleh masyarakat hendaknya tidak usah
dilaksanakan  oleh  pemerintah.  tapi
pemerintah cukup melakukan  upaya

pemberdayaan (empowering), dengan spirit
untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik
bagi masyarakat Artinya keputusan atas
pilihan tersebut mesti didasari oleh satu
kepentingan vang lebih besar yaitu
kepentingan dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

Pemberlakuannya UU Nomor 22
Tahun 1999 telah merubah paradigma
otonomi daerah yang telah berlaku dalam
pelaksanaan otonomi daerah selama ini. UU
Nomor 5 Tahun 1974 menggunakan
paradigma “The structural effeciency Model”
telah bergeser dengan cenderung
menggunakan paradigma “The Local
Democracy Model” dengan format otonomi
“Split Model” yang meletakkan otonominya
pada daerah Kabupaten dan Kota pada UU
Nomor 22 Tahun 1999.

Dengan demikian, daerah Kabupaten
dan daerah Kota sebagai daerah otonom
murni yang tidak lagi dirangkap dengan
daerah administratif. chala daerah hanyalah
berfungsi sebagai “alar daerah” tidak
dirangkap scbagai “alat pusaf” dan tidak
merupakan kepanjangan tangan pemerintah
pusat. Kepala Daerah dipilih langsung oleh
DPRD tanpa campur tangan Pemerintah
Pusat dan bertanggung jawab kepada DPRD
dengan kata lain “sistem pemerintahan
parlementer” daerah diperlakukan dalam UU
Nomor 22 tahun 1999. Pemisahan kedudukan
yang jelas dan tegas antara DPRD sebagai
badan Legislatif dan Kepala daerah sebagai

13. Jennie Litvack, Juaid Ahmad dan Richard Bird, Rethinking Decentralisation in Development Countries. The World
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lembaga eksekutif daerah, schingga tidak
terjadi duplikasi dan kerancuan antara tugas
legislatif dan tugas eksekutif. Dengan
demikian DPRD mendapatkan tempat yang
sejajar bahkan lebih tinggi dalam Sistem
pemerintahan di daerah sehingga fungsi
legislatif dan pengawasan dan sebagai
penyalur aspirasi rakyat dapat dijalankan
lebih efektif.

UU Nomor 22 tahun 1999 tidak
secara konsisten menggunakan Split Model,
tidak sepenuhnya menggunakan split model
dimana pengaturan terhadap Daerah propinsi
tidak sama dengan perlakuan terhadap Daerah
Kabupaten dan Kota Daerah propinsi
ditempatkan sebagai Daerah  Otonom
sckaligus sebagai Wilayah administratif, jadi
masih  menggunakan  “fused  model”.
Pemberian kedudukan Propinsi sebagai
Daerah Otonom dan sekaligus sebagai
wilayah Administratif dengan pertimbangan :
1. Untuk memelihara hubungan yang serasi

antara Pusat dan daerah dalam rangka
Negara Kesatuan republik Indonesia.

2. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah
yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota, serta melaksanakan
kewenangan otonomi daerah yang belum

dapat  dilaksanakan oleh  Daecrah
Kabupaten dan Daerah Kota.
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan

Walaupun demikian, fused model yang
diterapkan terhadap Daerah Propinsi tidak
sepenuhnya seperti UU No. 5 Tahun 1974

karena kedudukan rangkap Gubemur bukan

sebagai kepala wilayah, bukan sebagai
pemerintahan, administrator Pembangunan

25

dan administrator Kemasyarakatan,
melainkan hanya sebatas sebagai wakil
pemerintah yang menjalankan pelimpahan
kewenangan tertentu dari pemerintah Pusat di
daerah dalam rangka dekonsentrasi.

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan
nuansa baru dalam otonomi, Otonomi daerah
tidak didefinisikan sebagai Kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri
tetapi Otonomi Daerah diartikan sebagai
Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut  prakarsa  sendin
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan.
Dengan demikian otonomi bukan diartikan
penyerahan kewenangan dari pemerintah
pusat kepada birokrasi lokal / Pemerintah
Daerah sehingga birokrasi daerah cenderung
“vested atau self oriented” tetapi Otonomi
Dacrah adalah hak masyarakat daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan
pertimbangan yang rasional sesuai dengan
kebutuhan dan " potensi daerah yang
dimilikinya.

Semangat perubahan dalam UU 22
Tahun 1999 tersebut di atas tidak dibarengi
dengan perubahan kualitas, prilaka dan
mentalitas dari penyelenggaran pemerintahan
Daerah. Hal tersebut terlihat dari
kecenderungan-kecenderungan yang terjadi
dilapangan semenjak diberlakukan UU
tersebut. Kecenderungan tersebut antara lain :
1. Kualitas program pemerintahan dan

pembangunan semakin tidak jelas hanya

formalitas dan wuntuk mendapatkan
keuntungan dari adanya program dan
proyek pembangunan tersebut tanpa
memperhatikan dan mempertimbangkan
dampak dan manfaat didapat
masyarakat. Program yang dibuat lebih
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banyak diarahkan untuk kepentingan
birokrasi, dana APBD sebagian besar
dialokasikan untuk mendanai kepentingan
dan kebutuhan dari pemerintah daerah,
bukan untuk kepentingan masyarakat.

2. Perilaku pimpinan daerah beserta wakil-
wakil rakyat memperlihatkan kesan
arogansinya baik terhadap pemerintah
pusat terhadap pemerintah daerah lainnya
bahkan terhadap masyarakat. Isue putra
daerah menunjukan lokalisme yang
berlebih dan akan memicu pertentangan
antar etnis. Arogansi Ingin menguasai
sepenuhnya kekayaan daerah tanpa
menghiraukan kepentingan dan kebutuhan
daerah lain yang kurang memiliki sumber
daya alam, arogansi terhadap masyarakat
daerahnya sendii yang menetapkan
pemungutan-pemungutan retribusi baru
yang kurang mempertimbangkan
kemampuan masyarakat. Kesemuanya
dapat menggagalkan tujuan dan cita-cita
penerapan Desentralisasi.

3. Moralitas penyelenggara pemerintahan
dacrah baik di cksckutif dan legislatif
tidak kunjung ada perubahan yang berarti
namun kecenderungan yang terjadi
praktek penyelenggaraan pemerintahan
vang bersih (clean government) bukannya
menunjukan  peningkatan tetapi
menunjukan  kecenderungan semakin
parah dan semakin  meluas/tersebar.
Praktek money politik, pemberian komisi
baik ke cksckutif maupun legislatif
untuk mendapatkan dan atau
melaksanakan proyek semakin menjadi-
jadi dan kentara.

Kecenderungan-kecenderungan  tersebut
sebenarnya telah diperkirakan sebelumnya
pada saat proses penyusunan UU 22 Tahun

1999, pada saat itu beberapa kalangan
akademisi maupun praktisi menghawatirkan
otonomi dapat menimbulkan semakin
tersebarnya KKN ke daerah dan menciptakan
kerajaan-kerajaan kecil di daerah, hal tersebut
ternyata menjadi kenyataan pada saat ini.

D. Penutup

Kebijakan UU 22 dan 25 Tahun 1999
memberikan dampak perubahan yang sangat
mendasar dalam sistem pemerintahan di
Indonesia baik di level Pusat maupun di level
Daerah. Ide dan citacita otonomi /
desentralisasi begitu indah dan menjanjikan,
namun dalam pelaksanaannya keindahan dan
harapan yang menjanjikan tersebut sampai
saat ini belum terwujud justru ada
kecenderungan sebaliknya.

Hal tersebut berawal karena perubahan
yang dilakukan tidak direncanakan atau
dipersiapkan secara matang. Perubahan yang
dilakukan bukan hanya pada dataran sistem
tetapi perlu disiapkan juga kualitas, perilaku
dan moralitas yang akan menjalankan sistem
tersebut.  Akhimya untuk mensukseskan
perubahan-perubahan tersebut juga yang tak
kalah pentingga mendapatkan dukungan dari
berbagai lingkungan yang melingkupinya.
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